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TtrNTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGIPIMPiNAN DAN ANGGOTA DBWAN PBNWA*LAN RAKYAT DAERAH SERTA DANAOPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 peraturan MenteriDaiam Negeri Nomor 62 Tahun zarz tentang pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daer:ah serta peiaksanaan danPertanggungiawaban Dana operasio""i,- Besaran TunjanganKomunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi pimpinan danAnggota DPRD*serta Dana opeias[nal Bagl pimpinan DPRD perrumenetapkan peratlral Bupati tentan[ Besaran Tun"langanKomunikasi Intensif dan Tunjangan i**-** Bagr pimpinan danAnggota Dewan perwakilan RakyaiDaerah serta Dana operasionalBagi Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat n""."t Kabupaten KaroTahun Anggaran ZA2L;

Mengingat : 1' undang-unclang Drt Nomor 7 Tahun 19s6 tentang pembentukan
Daerah otonom , Kabupaten-Kabupaten darari rirrgkrrrrg.r,Daerah Propinsi sumatera utara (i-embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan Lembara, N*g"r*Republik Indonesia Nomor 1092);2. undang-undang Nomor 1z rahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a2g6|;3. undang-undang Nomor 

-1 
Tahun 2oa4 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor5, Tambahan Lemb-aran Negara Repubrik Indonesia Nomor as55);4. undang-undang Nomor ls rahun 2aa4 tentang pemeriksaan
Pengelola*r, d3l_ Tanggung Jawab Keuangan Neg-ara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun zao4-No*o, 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);5' undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran niJgara RepubrikIndonesia Tahun 2011 Nomoi g2, Tambahan Lembara, N.g*.r.Republik indonesia Nomor s234]t sebagaimana tetah diubahdengan undang-Undang Nomor ls Tahun zoLg tentangPerubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun zorl tentangPembentukan peraturan perunding*undangan (Lembaran NegaraRepublik indonesia Tahun zoig worrior 1g3, TambahanLembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 639s);

6. Undang-Undang...
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6' undang-undang Nomor 1T Tahun zar4 tentang MqielisPerrnusyawaratan Rarryat, Dewan perwakiia" R;ky;l, DewanPerwakilan Daerah, d*r, Dewan perwakilan n*qy*i' Daerah{Lembaran Negara Repubrik i"aonesia-iurr,rr, za14 "Nomor 
rg2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss6g)sebagaimana terah diubah dengan u;J;"g-undang Nomor 42Tahun zor4 tentang perubaharr-*tu.* urroarig-u;;g tilmor tzTahun 2014*tentang 

_Majeris 
p"r***y"*ratan Ra\yat, DewanPerwakiian Rakyat, Derian perwakiian Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran rv*g"r" Republik IndonesiaTahun 2a14 Nomor 3g3, Tambahan rrrrin**n Negara RepubrikIndonesia Nomor 5650);7. undang-undang Nomor 23 Tahun zo14 tentang pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara n.punrit indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diuba[ u"u"rip" kari terakht denganundang-undang Nomor 9 Tahun 2o1s tentang perubahan Keduaatas Undang_Undang Nomor ZA Tahui ZA14 
---i"rt 

.rrgPemerint*h3r--Daerarr- {r,embaran rvegara Republik IndonesiaTahun 20ls Nomor 5g, Tambahan Lelrrbaran Negara RepubrikIndonesia Nomor 56T9);
B' Peraturan pemerintah Nomor Tr rahun 2010 tentang standarAkuntansi pemerintahan (Lembara, Nrg* Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan i,*it".*n Negara RepubrikIndonesia Nomor S16Si;
9. Peraturan pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan l,embara* Negrr" Repubrik indonesia Nomor5887);
10. Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun zolz tentang HakKeuangan dan Administrltif pimpinan dan Anggota 

-b.*r'
Perwakila" IlF"t Daerah (Lembaran Negara Repubrik IndonesiaTahun zafi Nomor 106, Tambahan Lenibaran Negara RepublikIndonesia Nomor 605Z);

11" Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2o1g tentang pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan x"rqyit- naerahProvinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran wegara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembara., N"g"r,Republik Indonesia Nomor 61g7l;

12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2al9 Nomor 42, Tambahan Lembiran Negara Republik indonesiaNomor 6322j;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lB Tahun 2006 tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2ar1 tentang perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri ttlomoi 13 Tahun zooa tentangPedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara n.p"nri*Indonesia Tahun 2Ol 1 Nomoi3 t O1 ;
14. Peraturan Menteri Daram Negeri No*o, g0 Tahun 2o1s tentangPembentukan produk Hukum Daerah (Berita ivegara nepuuril.Indonesia Tahun 201s lrlomor 2086l seiagairnana terah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NJmor 120 Tahun 2o1gtentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri NomorB0 Tahun 2a1s tentang pembentukan produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2org Nomor 1sr);

15. Peraturan...
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15. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun zoi,z tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksan"',- 
{.yr- 

pertanggungjawaban nJna operasionar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2a1,T Nomor tboz;; \

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3s rahun 2ao6 tentangPokok - pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 3+;;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun zaLT tentangHak Keuangari dan Administratif pimpinan dan Anggota 

-Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate, K*., {r,embiLn DaerahKabupaten Karo ?ahun 2olz Nomor 04, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Karo Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Karo Nomor li rahun z01g tentang HakKeuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota 

-B**r*
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo pliita DaerahKabupaten Karo Tahun ZOIT Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGANKOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABRAH SERTADANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PBRWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 202 1.

BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan-Bupati ini yang dimaksud dengan:l. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2' Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah mennrut Azas otonorni dan Tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seruas-iuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repubrik indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Repubrik
Indonesia Tahun 1945.

3' Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meminpin
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Karo.
5' Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Karo yang

selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah l,embaga perwakilan
Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

6" Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karo.

7 ' Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
Anggota DPRD Kabupaten Karo.

8. Anggaran...
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Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adarah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Kemampuan Keuangan Daerah adalah krasifikasi suatu daerahuntuk menentukan kerompok Kemampuan Keuangan Daerahyang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasarpenghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif,
Tunjangan Reses, dan Dana operasional pimpinan D'RD.
Tunjangan komunikasi insentif aclalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DPRD
dan Anggota DpRD.
Tury'angan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD cran Anggota DPRD.
Dana operasional pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Do
adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRDuntuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan

'epresentasi, 
pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan

peiaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil DPRD.

KELoMpo K KEMA*fiff^,ltEUAN GAN DAERAH

pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran2a2r termasuk daram Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
Rendah.

BESARAN TuNJANGn* ooifrffi ,til*, iNrENSrF, TuNJANGAN
RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

pasal S

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada pimpinan dan Anggota DpRD.
Besaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan Anggota
DPRD adalah sebesar 3 x Rp. 2.100.000,_ = np. O.:0O.000,_ lArr**juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Tunjangan reses diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD
setiap melaksanakan reses.

8.

9.

10.

11.

t2.

(1)

t2)

(2) Besaran tunjangan reses pimpinan
sebesar 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp.
ratus ribu rupiah).

dan Anggota DPRD adalah
6.300.000,* (Enam 3'uta tiga

Pasa1 5 ...
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Pasal 5

(1) Do Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua dan
wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain
guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan wakil Ketua
DPRD sehari*hari.

(2) Besaran Do Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:
a. Ketua DPRD sebesar 2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,-

{Empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
b. wakil Ketua sebesar 1,5 x Rp. 1.690.000,- = Rp.2.s20.000,-

(Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
(3) Pemberian Do sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan

setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80% (delapan puluh perseni diberikan secara sekaligus untuk

semua biaya atau disebut lumpsum dan pertanggungjawaban
penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan Do;
dan

b. zavo (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Do lainnya
dan pertanggungjawaban penggunaan Do disertai dengan
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
beriaku surut sejak tanggal 04 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Diteta i Kabanjahg
\l {ege.,,oci 2421

RO,

Diundangkan di Kabaniahe
'LG (ewoqdi Ipada tan

SEKRETARI DA UPATEN KARO,

N PURBAKAMPE

ERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2O2L NOMOR sf


